iund. dj da tgl, 4
ber, diund. djuga pada tg
tgl. 4 Okto 0
44 th, 1957,

5 ( Ay 195; dl, L.N- . / )'

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

lu diadakan peraturan umum mengenaj g

fian tjara-tjara pemilihan serta pengesap,
danja Undang-undang tentang pemilihan, tjara pe.

Daerah s;ze;uTti:n Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 23 aj

emberhe :

d?ar: (pZ) Undang-undang No. 1 tahun 195 d

)] coat: pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara dan pasa] 3 4l

Mengingat 4)pUndang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tzp,,

'(1175.517(113I daz) (tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah, sebagaiman, Rt

19 0.

itu telah diubah;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 1 Oktober 1957
(41 .

jarat'siarat
M Kepala
ngangkay,
at (1) dan

Menimbang : bahwa peé
ketjakapan, pengetahuan

Memutuskan:
Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang penetapan Peraturan Umum mengenai sjarat.

sjarat ketjakapan, pengetahuan dan tjara pemilihan serta pen

gesahan Kepala
Daerah.

BAB 1

Tentang sjarat-sjarat mengenai ketjakapan d
dan sjarat-sjarat lain,

an pengetahuan

P. 1. Jang dapat dipilih mendjadi Kepala Daerah
Indonesia jang :

1. tidak kehilangan hak men

keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi:
2. tidak dipetjat dari hak memilih atau hak dipilih de
adilan jang tidak dapat dirobah lagi;
tidak terganggu ingatannja;
4. mempunjai pengetahuan luag mengenai kemasjarakatan didalam daerah jang
bersangkutan;
5. tidak pernah dihukum ka
mempunjai namg baik dj
a. mempunjaj pengetahy
untuk mendjadj Kepa
nja 30 tahyp,

ialah warga-negara
guasai atau mengurus harta-bendanja karena

ngan keputusan peng-

)

rena kedjahatan;

dalam masjarakat didaerah jang bersangkutan;
an umum dap pengalaman jang dianggap tjukup
la Daerah tingkat I dan berumur sekurang-kurang-

=

m dan pengalaman jang dianggap tjukup

| Kepala Dagrap, tingkat 11 dan berumur sekurang-kurang-
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PERATURAN PEMILIgAN KEPALA
: \ DAERAY

—

e mempunjai pengetahuan umum g
untuk mendjadi Kepala Daerah
rangnja 25 tahun;

. n ]an i
g‘ U=

BAB 11

Tentang tiara pemilihan

p.2 (1) Dengan tidak mengurangi
: gi ketentuan-
pasal 17 Undang-undang tentang Pokok-pokok :e‘;‘ntefentuan termaktub dalam
indang No. 1 tahun 1957), pemilihan Kepala Daer:;,m:-han Daerah (Undang-
ut ilakukan sebagai ber-
4. tjalon-tjalon dikemukakan dengan surat j
: pentjalonan tertulig i z
tangani olet? 5 orang dan 2 orang anggota Dewan Perwakilan Rlalrcl,g ditanda-
masing-masing bagi Daerah tingkat I, II dan III: akjat Daerah
b. pemungutfm suara d.ilakukan dengan tertulis dan’ setjara rahasia;
¢. untuk setiap kali diadakan pemilihan, setiap anggota hanja ’ hest
satu suara kepada scorang tjalon; B memberjkan
d. pemilihan dilakukan dalam sidang terbuka De i
‘ wa :
Daerah jang bersangkutan. % Berwakilug. Rakjdl
2 Ketentuan-.ketentuan selandjutnja untuk penjelenggaraan pemilihan di-
maksud dalam ajat (1) sepandjang diperlukan dapat ditetapkan oleh Dewan
perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

BAB IIL

Tentang pengesahan.

P. 3. (1) Hasil pemilihan Kepala Daerah tingkat I diadjukan kepada

Presiden untuk disahkan.
(2) Hasil pemilihan Kepala Daerah tin

Menteri Dalam Negeri atau penguasa jang

gkat II dan III diadjukan kepada
ditundjuk olehnja untuk disahkan.

BAB 1IV.

Ketentuan penutup.

P. 4. Akibat-akibat jang mungkin timbul dengan berlakunja Peraturan

Pemerintah ini, disclesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

P. 5. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. (.

pada tgl. 4-10-1957)
Agar supaja dsb.
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